
4 undang-undang ... · 

1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor I 092) 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
nqfI\q~ 17' Tfln+Pijh13r~ Lernbaran Ncgu n~ flF:FrtRlil<: ~nd~nrtt~ 
Nqmqr i::2~q); · · '" · · 
: ' .... ' 

3. \Jpd~~-Dnflang -Nqrpqr rs - Tah un 2004 ··tentan:g 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung ~~WclP K~uqpgan 
Negara (Lemb~q.11 F-~flµblik ln4oncsia Tc+h1t:n ,4pQ~ t"HH"f+qf 
66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik HiflP,q(:!sin npfllflf 
4400); · . - . : ;• 

Mengingat: 

... ~·:• ..... .- 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 4 Tahun 
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pemeriksan Alat 
Pemadam Kebakaran telah ditetapkan pada tanggal 1~ 
April 2012, dan telah diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kata Sibolga Tahun 2012 Nomor 4 pada tanggal 04 
Mer2012; - -s .• - ---- -~---< ,. - .... , __ 

b. bahwa ber:dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata 
Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang.Retribusi Jasa Umum 
Pemeriksaaan Alat Pemadam Kcbakarari. 

WALIKOTA SIBOLGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 

NOMOR: 768/03/TAHUN 2014 

-.; 

DERITA - DAER.AH 
KOTA iSIBOLGA 

NOMOR 3 TAHUN: 2014 

' ---1 

I 
I 



BAB! ... 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PEMERIKSAAN ALAT 
PEMADAM KEBAKARAN. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 200B tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor ( 32 Tahun 2004 tentan& 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara · Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844): . ; 

5. Undang-Undang Nomor · 33 Tahun 2004 tent.ang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Ta:mbahan Lembaran Negara Nomor 5234); · 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Nrgara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45780; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahu.n 2010 tentang Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5161); 

9. Peraturan · Daerah Kata Sibolga Nomor 9 tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 200$ 
Nomor 9); · 

10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Daerah 
kota Sibolga ( Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahuri 2008 
Nomor 11); · 

11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 200~ 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan . Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); 
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BABm.,.. 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Sibolga atau B~BD, dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 
Kota. 1 ' 

BAB II 

PELAKSANA 

Pasal 3 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVI tentang Retribusi Pemeriksaan 
Alat Pemadam Kebakaran. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sibolga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga dan perangkat daerah Kota 

Sibolga sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ' 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga. 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan 
usaha pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usah 
tetap. 

i 
5. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

--· -··-·--·-·---·--·------ 



.. 

\ , 

BERITJ\ DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 3 

' 

Diundangkan di Sibolga 
· · !S' ArrrL 2014 

M.SYARFIHUTAURUK 

dto 

WALIKOTA SIBOLGA, 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 02 April 2014 

Agar setiap orang · mengetahuinya, memerintahkan pengundang 
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota 
Sibolga. 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 


